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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya buku 

Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren ini. Kehadiran buku 

ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pembaca 

untuk memahami berbagai gagasan, pengalaman, dan strategi dalam 

membangun kemandirian ekonomi pesantren di tengah dinamika 

perubahan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang terus berkembang. 

Penyusunan buku ini mendapat dukungan dari Lembaga Pengelola  

Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam 

tertua di Indonesia yang telah memainkan peran penting dalam 

perjalanan sejarah bangsa. Selama berabad-abad, pesantren tidak 

hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi 

juga menjadi ruang pembentukan karakter, reproduksi 

kepemimpinan keagamaan, serta pusat pemberdayaan masyarakat. 

Dalam konteks tersebut, pesantren sesungguhnya merupakan 

institusi sosial yang lahir, tumbuh, dan berkembang bersama 

masyarakat. Kedekatan historis dengan masyarakat inilah yang 

menjadikan pesantren memiliki modal sosial, modal kultural, dan 

legitimasi moral yang sangat kuat dibandingkan banyak lembaga 

sosial lainnya. 

Dalam beberapa dekade terakhir, diskursus mengenai pesantren 

tidak lagi terbatas pada isu pendidikan dan dakwah. Perhatian publik 

dan pemerintah semakin mengarah pada potensi pesantren sebagai 

aktor pembangunan ekonomi. Jumlah pesantren yang mencapai 

puluhan ribu dengan jutaan santri menjadikan pesantren sebagai 

kekuatan sosial yang memiliki kapasitas besar untuk mendorong 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di tengah berbagai tantangan 

pembangunan nasional, mulai dari kemiskinan, pengangguran, 

kesenjangan sosial, hingga rendahnya kapasitas kewirausahaan, 
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pesantren dipandang memiliki posisi strategis untuk berkontribusi 

dalam penguatan ekonomi umat. 

Pandangan tersebut juga didukung oleh berbagai kajian 

akademik. Noorhaidi Hasan (2019) menjelaskan bahwa pesantren 

tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai lembaga pendidikan 

tradisional, melainkan sebagai institusi yang terus beradaptasi 

dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Sejalan dengan itu, 

Azra (2012) menegaskan bahwa kemampuan pesantren bertahan 

selama berabad-abad merupakan bukti fleksibilitas dan daya 

adaptasinya dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam 

perspektif yang lebih luas, Hefner (2009) menilai bahwa lembaga 

pendidikan Islam di Indonesia, termasuk pesantren, memiliki potensi 

besar untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat sipil, 

memperkuat kapasitas sosial, serta mendorong pemberdayaan 

ekonomi berbasis komunitas. Dengan modal sosial, nilai-nilai 

keagamaan, dan kedekatannya dengan masyarakat, pesantren 

memiliki posisi yang strategis untuk menjadi salah satu penggerak 

pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada 

kesejahteraan masyarakat. 

Kemandirian ekonomi pesantren menjadi isu penting karena 

berkaitan langsung dengan keberlanjutan fungsi pendidikan, 

dakwah, dan pemberdayaan yang dijalankan pesantren. 

Ketergantungan yang terlalu besar pada sumber pembiayaan 

eksternal sering kali membuat pesantren rentan terhadap berbagai 

perubahan kebijakan maupun kondisi ekonomi masyarakat. 

Sebaliknya, pesantren yang memiliki basis ekonomi yang kuat akan 

lebih mampu menjaga independensi kelembagaan, meningkatkan 

kualitas layanan pendidikan, memperluas program sosial, serta 

memberdayakan santri dan masyarakat sekitar secara berkelanjutan. 

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup nyata 

antara potensi dan realitas ekonomi pesantren. Di satu sisi, pesantren 

memiliki modal sosial yang kuat berupa jaringan alumni, 
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kepercayaan masyarakat, kepemimpinan kyai, serta basis massa 

yang besar. Di sisi lain, tidak semua pesantren mampu 

mentransformasikan modal sosial tersebut menjadi kekuatan 

ekonomi yang produktif. Banyak pesantren masih menghadapi 

berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, 

lemahnya manajemen usaha, minimnya akses permodalan, 

keterbatasan jaringan pemasaran, hingga belum optimalnya 

kolaborasi dengan pemerintah maupun sektor swasta. 

Padahal, berbagai contoh keberhasilan telah menunjukkan 

bahwa pesantren memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi 

pusat ekonomi masyarakat. Pengalaman Pondok Pesantren Sidogiri 

di Jawa Timur dengan jaringan koperasi dan BMT-nya, Pondok 

Pesantren Idrisiyyah di Jawa Barat dengan ekosistem bisnis dan 

filantropinya, serta Muhammadiyah Boarding School (MBS) 

Yogyakarta dengan pengembangan kewirausahaan dan keterampilan 

santri menunjukkan bahwa pesantren mampu membangun model 

ekonomi yang produktif tanpa kehilangan identitas keagamaannya. 

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting bahwa 

penguatan ekonomi pesantren bukan sekadar persoalan modal 

finansial, melainkan juga kepemimpinan, visi kelembagaan, inovasi, 

dan kemampuan membangun jaringan. 

Perhatian negara terhadap penguatan pesantren semakin terlihat 

melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Pesantren. Regulasi ini merupakan tonggak penting dalam sejarah 

hubungan negara dan pesantren karena memberikan pengakuan 

formal terhadap fungsi pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, 

dan pemberdayaan masyarakat. Melalui undang-undang tersebut, 

pesantren memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengakses 

dukungan kebijakan, bantuan pemerintah, program pemberdayaan, 

serta berbagai bentuk penguatan kelembagaan lainnya. 

Meskipun demikian, pengakuan formal tersebut juga 

memunculkan berbagai dinamika baru. Formalisasi pendidikan 
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pesantren melalui skema Pendidikan Diniyah Formal (PDF) maupun 

Program Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) 

membawa perubahan dalam tata kelola kelembagaan, sistem 

administrasi, kurikulum, pengelolaan sumber daya manusia, hingga 

hubungan pesantren dengan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, 

penting untuk memahami bagaimana pesantren merespons 

perubahan tersebut serta sejauh mana regulasi baru dapat mendorong 

penguatan kemandirian ekonomi pesantren. 

Buku ini lahir dari keinginan untuk mengulas bagaimana 

pesantren dapat membangun kemandirian ekonomi tanpa 

meninggalkan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan 

pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dalam buku ini mengangkat 

berbagai pengalaman, praktik, serta dinamika yang terjadi di 

lingkungan pesantren dalam mengembangkan usaha ekonomi, 

memperkuat kelembagaan, dan beradaptasi dengan perubahan 

kebijakan serta perkembangan zaman. Beragam kisah dan 

pembelajaran yang disajikan diharapkan dapat memberikan inspirasi 

bagi pesantren maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian 

terhadap penguatan ekonomi berbasis pesantren. 

Buku ini disusun melalui penggalian berbagai pengalaman, 

pandangan, dan praktik yang berkembang di lingkungan pesantren. 

Beragam informasi diperoleh dari dialog dengan para pengasuh 

pesantren, pengelola lembaga pendidikan, guru, santri, pemerintah 

desa, serta berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan 

pengembangan pesantren. Selain itu, pembahasan dalam buku ini 

juga diperkaya dengan pengamatan terhadap aktivitas pesantren, 

berbagai dokumen kelembagaan, regulasi yang berlaku, serta 

literatur yang membahas pendidikan dan ekonomi pesantren. 

Dengan demikian, buku ini menghadirkan gambaran yang utuh 

mengenai bagaimana pesantren membangun kemandirian ekonomi, 

menghadapi berbagai tantangan, serta menjalin hubungan yang erat 

dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. 
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Pengakuan formal negara melalui UU Pesantren telah 

membawa sejumlah perubahan positif, antara lain peningkatan 

jumlah santri, akses terhadap bantuan pemerintah, penguatan sarana 

pendidikan, serta perluasan peluang pengembangan kapasitas santri. 

Namun demikian, potensi ekonomi pesantren masih belum 

sepenuhnya berkembang secara optimal. Sebagian besar aktivitas 

pemberdayaan ekonomi masih berada pada tahap awal dan belum 

terintegrasi menjadi ekosistem ekonomi pesantren yang 

berkelanjutan. Pada saat yang sama, terdapat peluang besar untuk 

mengembangkan berbagai program kewirausahaan, pengelolaan 

lingkungan, ekonomi digital, koperasi santri, serta kolaborasi 

pesantren dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar. 

Atas dasar itulah buku ini disusun. Buku ini tidak hanya 

berusaha menjelaskan dinamika pesantren dari perspektif teoritis, 

tetapi juga menawarkan refleksi mengenai masa depan pesantren 

sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Harapannya, buku ini 

dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi 

pesantren, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil 

kebijakan, pengelola pesantren, peneliti, dan masyarakat luas dalam 

memperkuat peran pesantren sebagai aktor strategis pembangunan 

sosial dan ekonomi Indonesia. 

Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dan penguatan peran pesantren dalam 

membangun masyarakat yang berdaya, mandiri, dan berkeadilan. 

Pekalongan, 2026 

Penulis 
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BAB I 

PESANTREN SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL-

EKONOMI MASYARAKAT 

 

 

 

Pembahasan mengenai pesantren sering kali terfokus pada 

perannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Perspektif tersebut 

tentu tidak keliru, tetapi cenderung menyederhanakan realitas 

pesantren yang jauh lebih kompleks. Dalam konteks sejarah 

Indonesia, pesantren bukan sekadar institusi pendidikan keagamaan, 

melainkan juga institusi sosial yang tumbuh dari masyarakat, hidup 

bersama masyarakat, dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. 

Oleh karena itu, memahami pesantren semata sebagai lembaga 

pendidikan berarti mengabaikan dimensi sosial, budaya, politik, dan 

ekonomi yang menyertainya. 

Berbeda dengan sekolah modern yang umumnya lahir melalui 

kebijakan negara, mayoritas pesantren berkembang melalui 

partisipasi masyarakat. Masyarakat mewakafkan tanah, membangun 

sarana pendidikan, mengirimkan anak-anak mereka menjadi santri, 

serta menopang keberlangsungan pesantren melalui berbagai bentuk 

dukungan material maupun nonmaterial. Hubungan yang demikian 

erat menjadikan pesantren sebagai bagian integral dari struktur sosial 

masyarakat Indonesia. 

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa pesantren merupakan institusi yang 

aktivitasnya melekat (embedded) dalam jaringan sosial masyarakat. 

Kekuatan pesantren tidak semata-mata berasal dari aset ekonomi 

yang dimiliki, tetapi dari modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, 
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